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ABSTRAK 

 

Hukum berfungsi sebagai struktur dasar untuk mengatur masyarakat 

Oleh karena itu, hukum harus tetap adaptif terhadap dinamika 

perkembangan masyarakat. Selain itu, hukum harus secara aktif 

membimbing dan membina perkembangan tersebut secara tepat dan 
terkendali. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam 

penegakan hukum di masyarakat adalah kesadaran hukum di 

masyarakat. Aspek kesadaran hukum ini memegang peranan penting 

dalam memastikan efektivitas upaya penegakan hukum. Metode yang 

digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah 

penyuluhan dan sosialisasi, yang dirancang untuk memastikan 
pemahaman masyarakat mitra secara optimal dan mendorong 

keterlibatan aktif para peserta. Kegiatan yang dihadiri oleh 30 peserta 

ini memadukan pendekatan penyampaian materi, diskusi interaktif, 

dan tanya jawab agar setiap informasi dapat diterima dengan baik 

dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Kegiatan 
sosialisasi ini menegaskan bahwa masyarakat desa Padang memiliki 

posisi sentral sebagai mitra aparat penegak hukum dalam mencegah, 

mendeteksi, dan melaporkan potensi pelanggaran hukum. Dengan 

meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur 

pelaporan, mekanisme penegakan hukum, serta pentingnya kerja 

sama yang konstruktif, diharapkan masyarakat semakin siap dan 
berani untuk mengambil peran aktif dalam menjaga ketertiban sosial.  

 

Kata Kunci: Indonesia; Masyarakat; Penegakan Hukum.  

 
ABSTRACT  

 
Law serves as a basic structure to regulate society Therefore, law must remain adaptive 
to the dynamics of community development. In addition, the law must actively guide and 
foster such developments in an appropriate and controlled manner. One of the important 

aspects that need to be considered in law enforcement in the community is legal 
awareness in the community. This aspect of legal awareness plays an important role in 
ensuring the effectiveness of law enforcement efforts. The method used in this 
community service is counseling: socialization of the role of the community in law 
enforcement in Indonesia in the jurisdiction of Padang Village, Trucuk District. The 
implementation of socialization of the Role of the Community in Law Enforcement in 
Padang Village, Trucuk District, used methods designed to ensure optimal public 
understanding and encourage active involvement of the participants. The activity, which 
was attended by 30 participants, combined an approach to delivering material, 
interactive discussions, and questions and answers so that every information could be 
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well received and relevant to the social conditions of the local community. This 
socialization activity emphasizes that the people of Padang Village have a central 
position as a partner of law enforcement officials in preventing, detecting, and reporting 
potential violations of the law. With the increase in public knowledge about reporting 
procedures, law enforcement mechanisms, and the importance of constructive 
cooperation, it is hoped that the public will be more ready and courageous to take an 
active role in maintaining social order.  
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PENDAHULUAN 
1. Analisis Situasi  

Hukum berfungsi sebagai struktur dasar untuk mengatur masyarakat 
Oleh karena itu, hukum harus tetap adaptif terhadap dinamika 
perkembangan masyarakat. Selain itu, hukum harus secara aktif 
membimbing dan membina perkembangan tersebut secara tepat dan 
terkendali. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam 
penegakan hukum di masyarakat adalah kesadaran hukum di masyarakat 
(Rahardjo, 2010; Waluyo, 2022; Afifah, 2024). Aspek kesadaran hukum ini 
memegang peranan penting dalam memastikan efektivitas upaya penegakan 
hukum. Akibatnya, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat berkorelasi 
dengan rendahnya kepatuhan hukum, sedangkan tingginya tingkat 
kesadaran hukum berkorelasi dengan tingginya kepatuhan terhadap hukum 
(Irawan et al., 2025). Banyaknya pelanggaran hukum dapat dikaitkan 
langsung dengan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. 

Munculnya gagasan Indonesia sebagai negara-negara hukum tidak 
terlepas dari dinamika konseptual yang terjadi dalam penerapan dan 
penegakan hukum. Hal ini terjadi sebagai perwujudan elemen-elemen sistem 
hukum yang secara berkala terus disikapi guna mewujudkan kedudukan 
hukum yang memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan 
negara. Dinamika konsep ini digambarkan berdasarkan perkembangan 
hukum perdata dan hukum islam. Kedua konsep ini akan dibandingkan satu 
sama lain sehingga menciptakan gagasan yang menarik dengan pemikiran 
sejauh mana hukum di indonesia berkembang.  

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia 
merupakan tantangan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor 
kelembagaan. Meskipun telah ada upaya signifikan dalam memperkuat 

kerangka hukum dan institusi terkait, efektivitas penegakan hukum masih 
menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari dalam struktur 
kelembagaan itu sendiri (Bagus, 2022). Faktor-faktor seperti koordinasi antar 
lembaga, independensi institusi penegak hukum, serta ketersediaan sumber 
daya menjadi penentu utama dalam keberhasilan pemberantasan korupsi. 
Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum korupsi adalah 
lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti Komisi 
Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, dan Kejaksaan. Ketidakefektifan 
koordinasi ini sering mengakibatkan tumpang tindih kewenangan, persaingan 
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antar institusi, dan inefisiensi dalam penanganan kasus korupsi. Kurangnya 
mekanisme kerja sama yang jelas dan terintegrasi menyebabkan proses 
hukum berjalan lambat dan tidak optimal (Rinaldi et al., 2024). Penelitian 
oleh menyoroti bahwa kelemahan koordinasi antar lembaga merupakan salah 
satu tantangan signifikan dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia.  

Saat ini, mengartikulasikan keadaan hukum di Indonesia sulit 
dilakukan tanpa memperhatikan keluhan yang diungkapkan oleh individu 
yang dirugikan oleh hukum, serta kemarahan masyarakat yang ditujukan 
kepada mereka yang memanfaatkan mekanisme hukum untuk keuntungan 
pribadi tanpa pertimbangan moral (Nurwahyuni, Sumartini, & Kholik, 2022). 
Lanskap hukum di Indonesia saat ini sedang dalam pemeriksaan ketat dari 
berbagai sektor masyarakat, baik di dalam negeri maupun internasional. Di 
antara berbagai cabang hukum, dapat dikatakan bahwa hukum pidana 
menempati posisi utama, tidak hanya menarik perhatian yang signifikan 
tetapi juga kritik yang luar biasa dibandingkan dengan domain hukum 
lainnya. Sistem hukum di negara ini rentan terhadap penyalahgunaan, 
terutama terlihat dari undang-undang Indonesia yang tidak konsisten. 

Misalnya, ketika pejabat negara ditilang oleh polisi lalu lintas karena 
pelanggaran, beberapa petugas mungkin meminta suap untuk mencegah 
proses hukum lebih lanjut. Hal ini tidak hanya memungkinkan petugas 
tersebut untuk mendapatkan keuntungan materi dengan cepat, tetapi juga 
terjadi secara tidak tepat.  

Kebutuhan akan penyuluhan tentang peran masyarakat dalam 
penegakan hukum dirasa mendesak mengingat dinamika sosial masyarakat 
yang terus berkembang dan semakin kompleks. Dalam konteks kehidupan 
desa, berbagai bentuk pelanggaran hukum, baik yang bersifat ringan maupun 
yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, sering terjadi karena adanya 
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum, prosedur 
pelaporan, serta peran mereka dalam menjaga keamanan lingkungan. 
Kesenjangan pengetahuan di kalangan masyarakat desa perlu dijembatani 
untuk memperkuat kesadaran hukum di tingkat lokal. Masyarakat 
merupakan garda terdepan dalam mendeteksi, mencegah, dan melaporkan 
setiap pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan mereka. Tanpa 
pemahaman yang memadai, potensi pelanggaran dapat diabaikan atau 
bahkan tidak diketahui mekanisme penanganannya. Masyarakat perlu 
memahami bahwa mereka bukan hanya sebagai objek hukum, melainkan 
mitra strategis yang memiliki peranan signifikan dalam menciptakan 
lingkungan yang aman dan tertib. Pemahaman yang baik akan meminimalisir 
tindakan main hakim sendiri dan mendorong penyelesaian masalah melalui 
jalur hukum yang benar.  

Selain itu, sosialisasi ini diperlukan untuk memperkuat hubungan 
antara masyarakat dan aparat penegak hukum, terutama dalam 
meningkatkan transparansi, kepercayaan, dan kerja sama di lapangan. Tidak 
jarang masyarakat merasa enggan atau takut melapor karena kurang 
memahami prosedur atau khawatir akan konsekuensi sosial (Sainul, Oktavia, 
& Angkasa, 2024). Dengan adanya sosialisasi, hambatan-hambatan ini dapat 

dikurangi melalui penjelasan yang jelas mengenai hak masyarakat, 
perlindungan yang tersedia, serta tata cara pelaporan yang aman dan sesuai 
ketentuan. Faktor lainnya yang menjadikan sosialisasi ini penting adalah 
peran masyarakat dalam membangun budaya hukum (legal culture). Budaya 
hukum yang kuat harus dimulai dari pemahaman dasar mengenai norma, 
sanksi, dan nilai-nilai keadilan. Ketika masyarakat mengetahui peran mereka 
dan memahami manfaat kepatuhan hukum bagi kehidupan bersama, maka 
pengendalian diri, kesadaran, dan kedisiplinan sosial akan meningkat 
(Antoni, 2019). Hal ini menjadi modal utama dalam mencegah terjadinya 
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konflik sosial, kriminalitas, serta potensi tindakan anarkis yang dapat 
merugikan berbagai pihak. 

Secara khusus di desa Padang, kecamatan Trucuk, sosialisasi ini 
memiliki nilai strategis untuk memperkuat ketertiban lingkungan, 
meningkatkan sensitivitas masyarakat terhadap isu-isu hukum, serta 
membangun komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan desa. 
Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berperan lebih aktif, 
berani, dan bertanggung jawab dalam membantu aparat menciptakan sistem 
penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, 
pelaksanaan sosialisasi ini bukan sekadar kegiatan formal, tetapi merupakan 
upaya membangun pondasi sosial yang lebih kuat demi terwujudnya desa 
Padang sebagai lingkungan yang aman, harmonis, serta berorientasi pada 
keadilan dan keberlangsungan hidup bersama. 
 
2. Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan  

Berdasarkan paparan analisis situasi di atas, permasalahan utama 
mitra, yaitu masyarakat Desa Padang Kecamatan Trucuk, terletak pada masih 
terbatasnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, khususnya 
terkait peran strategis warga dalam penegakan hukum, pengawasan 
lingkungan, serta prosedur pelaporan pelanggaran hukum. Kondisi ini 
berdampak pada rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga 
keamanan dan ketertiban, munculnya rasa enggan atau takut melapor, serta 
potensi terjadinya pelanggaran hukum yang tidak tertangani secara tepat.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan 
adalah pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang komprehensif 
dan partisipatif, dengan menekankan peningkatan kesadaran hukum, 
pemahaman hak dan kewajiban masyarakat, mekanisme pelaporan yang 
aman, serta penguatan kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak 
hukum, sehingga tercipta budaya hukum yang kuat dan lingkungan desa 
yang aman, tertib, dan berkeadilan. 

 
METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 
1. Lokasi, Waktu, dan Peserta Kegiatan 

Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Padang yang berada di wilayah 
administratif kecamatan Trucuk, kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, 
Indonesia. Desa ini dikenal sebagai wilayah yang memiliki karakteristik sosial 
dan budaya yang kuat, dengan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai 
gotong royong, kebersamaan, serta kearifan lokal yang masih terjaga hingga 
saat ini. Sebagai bagian dari wilayah pedesaan yang terus berkembang, desa 
Padang menunjukkan dinamika positif dalam berbagai sektor, mulai dari 
pemerintahan, sosial kemasyarakatan, hingga pembangunan infrastruktur. 

Secara geografis, desa Padang berada di kawasan yang strategis dan 
mudah dijangkau dari pusat Kecamatan Trucuk. Kondisi wilayahnya 
didominasi oleh lahan pertanian, sehingga sebagian besar penduduknya 
bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, dan pelaku usaha kecil. 
Keadaan ini mencerminkan bahwa sektor pertanian memegang peranan 
penting dalam mendukung perekonomian desa serta menjadi sumber 
penghidupan utama bagi masyarakat. Selain itu, beberapa warga juga 
bergerak dalam sektor perdagangan, jasa, dan usaha mikro sebagai 
penunjang ekonomi keluarga. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2025 dan dihadiri 
oleh 30 peserta yang mayoritas adalah pemuda. 
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Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan PKM di desa Padang. 

  
Adapun jarak lokasi kampus Universitas Bojonegoro menuju lokasi 

mitra masyarakat desa Padang adalah sekitar 14 Km dengan waktu tempuh 
sekitar 28-30 menit berkendara.  

 
2. Instrumen Kegiatan 

Instrumen dalam kegiatan ini menggunakan kuesioner yang dirancang 
untuk mengukur ketercapaian program penyuluhan yang bertujuan agar 
masyarakat mitra semakin menyadari peran strategis mereka dalam 
membantu aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan indikator 
yang termasuk di dalamnya adalah (a) kesadaran membantu pengawasan 
lingkungan desa, (b) kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan 
keamanan desa, dan (c) peningkatan disiplin terhadap aturan yang berlaku. 
Proses evaluasi menggunakan kuesioner dilaksanakan secara terstruktur 
dengan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Hal ini 
memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat objektif, sistematis, dan 
sejalan dengan tujuan sosialisasi.  

 
3. Tahapan Kegiatan 
a. Perencanaan Kegiatan 

Tahapan pertama dimulai dengan perencanaan kegiatan, yaitu 
melakukan koordinasi dengan pemerintah desa Padang untuk menentukan 
jadwal, tempat, serta sasaran peserta. Pada tahap ini juga dilakukan 
identifikasi isu-isu hukum yang sering muncul di masyarakat, sehingga 
materi yang disampaikan dapat lebih kontekstual dan sesuai kebutuhan 
warga. Penentuan metode sosialisasi seperti ceramah, diskusi, dan tanya 
jawab juga dipersiapkan pada tahap awal ini.  

 
b. Persiapan Teknis 

Tahap berikutnya adalah persiapan teknis, yang meliputi penyusunan 
materi presentasi, pembuatan media sosialisasi, dan penyiapan perlengkapan 
kegiatan seperti perangkat audio, daftar hadir, serta tata ruang. Persiapan ini 
penting untuk memastikan proses penyampaian informasi berjalan lancar dan 
mendukung kenyamanan peserta selama kegiatan berlangsung.  
 
c. Penerapan Tahap Pelaksanaan 

Sosialisasi memasuki tahap pelaksanaan, yang diawali dengan 
pembukaan oleh perangkat desa setempat. Pemateri kemudian memulai 
pemaparan mengenai pentingnya peran masyarakat dalam penegakan 
hukum, mulai dari kesadaran hukum, pengawasan sosial, partisipasi dalam 



246 | Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora 
   Vol. 5, No. 4, Desember 2025, Hal. 241-250. 

 

 

pelaporan pelanggaran, hingga peran aktif warga dalam menciptakan 
lingkungan yang tertib dan aman. Pada sesi inti, peserta juga diajak berdialog 
mengenai kasus-kasus yang sering terjadi di desa Padang, sehingga mereka 
dapat memahami bagaimana praktik penegakan hukum diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari. 
 
d. Diskusi dan Tanya Jawab  

Tahap selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab, yang menjadi 
ruang bagi warga untuk menyampaikan pengalaman, kendala, serta aspirasi 
mereka terkait peran masyarakat dalam proses penegakan hukum. Sesi ini 
terbukti efektif dalam menggali pemahaman mendalam dan memperkuat 
kesadaran hukum warga, karena adanya interaksi langsung antara pemateri 
dan peserta. 
 
e. Evaluasi dan Tindak Lanjut  

Tahapan terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut, di mana 
disampaikan kesimpulan kegiatan sekaligus dorongan kepada masyarakat 
agar terus berperan aktif mendukung penegakan hukum di desa Padang. 
Pemerintah desa juga diimbau untuk membangun koordinasi lanjutan, seperti 
pembentukan kelompok sadar hukum atau forum masyarakat, agar upaya 
peningkatan kesadaran hukum dapat berkelanjutan.  

 
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN 
1. Penegakan Hukum dalam Lingkungan Masyarakat 

Kegiatan ini diawali dengan penyampaian materi tentang “Sosialisasi 
Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia Wilayah Hukum 
Desa Padang” oleh tim. Dalampaparannya para pemateri menyampaikan 
bahwa penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan 
kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan 
menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas 
menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta 
didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang 
hendak dicapai. Tujuan akhir hukum ialah keadilan (Ansarullah, Eddy, & 
Efendi, 2022). Oleh karenanya, segala usaha yang terkait dengan hukum 
harus mutlak diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang 
paling mendekati dengan keadilan. Hukum harus terjalin secara erat dengan 
keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil. Manakala terdapat 
produk hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, maka 
secara normatif ketentuan dalam produk hukum sebagaimana dimaksud 
harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum itu sendiri. Produk 
hukum hanya dapat menjadi hukum manakala memenuhi prinsip hukum 
berupa keadilan. Sehingga, prinsip hukum dalam bentuk keadilan 
merupakan unsur konstitutif dari segala pengertian tentang hukum.  

Melihat perkembangan penegakan hukum di Indonesia saat ini, 
sebagian besar proses pelaksanaanya masih bersifat tekstualis atau kaku. 
Dalam hal ini para penegak hukum hanya membaca hukum sebagai suatu 
undang-undang semata. Sehingga dalam rangka mencapai tujuan, keadilan 
proseduran digunakan sebagai acuan dalam proses penegakan hukum. 
Berkaitan dengan hal ini Nonet dan Zelsnick menyatakan bahwa konsep 
hukum responsif dimana hukum adalah untuk masyarakat, peka terhadap 
perubahan sosial dan mengedepankan keadilan substantif harus dijunjung 
setinggi-tingginya (Hijriani et al., 2023). Menurut mereka, hukum yang ideal 
harus menawarkan sesuatu yang lebih dari pada hanya sekedar keadilan 
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prosedural semata. Selanjutnya dikatakan bahwa hukum yang baik harus 
juga kompeten dan juga adil. 
 

 
Gambar 2. Foto Bersama Peserta Sosialisasi Hukum Desa Padang.  

 

Selanjutnya, sosialisasi mengenai peran masyarakat dalam penegakan 
hukum memiliki tujuan strategis untuk membangun kesadaran hukum yang 
kuat di tingkat akar rumput. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, 
partisipasi aktif masyarakat bukan hanya pelengkap sistem penegakan 
hukum, tetapi menjadi elemen kunci yang menentukan efektif tidaknya 
pelaksanaan norma dan aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, kegiatan 
sosialisasi ini diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman kolektif bahwa 
masyarakat desa memiliki kedudukan penting sebagai pengawas sosial, mitra 
aparat penegak hukum, sekaligus subjek yang turut menjaga ketertiban dan 
keamanan lingkungan. Pemahaman komprehensif wajib dimiliki oleh 
masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam mendukung proses 
penegakan hukum.  

Masyarakat desa Padang diharapkan mampu memahami batasan-
batasan hukum, prosedur pelaporan, bentuk kerja sama yang dapat 
dilakukan dengan aparat desa, kepolisian, maupun lembaga terkait, serta 
memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang melanggar aturan. 
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek hukum, 
tetapi juga sebagai subjek yang sadar, kritis, dan aktif dalam menciptakan 
lingkungan yang tertib dan aman. Selain itu, sosialisasi ini bertujuan 
memperkuat budaya hukum (legal culture) di tingkat lokal. Melalui kegiatan 
ini, masyarakat didorong untuk membiasakan tindakan-tindakan yang sesuai 
dengan nilai hukum yang berlaku, seperti menghargai hak orang lain, 
menghindari praktik main hakim sendiri, serta memanfaatkan mekanisme 
hukum yang sah dalam menyelesaikan permasalahan. Budaya hukum yang 
kuat di desa Padang dapat menjadi pondasi bagi terciptanya kehidupan sosial 
yang lebih harmonis serta mengurangi potensi konflik di masyarakat. 

Sosialisasi ini membuka ruang dialog dua arah sehingga masyarakat 

dapat menyampaikan keluhan, aspirasi, serta hambatan yang dihadapi dalam 
berpartisipasi menjaga ketertiban. Sebaliknya, aparat dapat memberikan 
penjelasan mengenai mekanisme penanganan perkara, prosedur hukum, 
serta upaya preventif yang dapat dilakukan bersama. Sinergi ini akan 
memperkuat sistem penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan 
responsif terhadap kondisi lokal. Akhirnya, sosialisasi ini ditujukan untuk 
menciptakan lingkungan desa Padang yang aman, nyaman, dan berkeadilan. 
Ketika masyarakat memahami dan menjalankan perannya, kejahatan dapat 
diminimalisir, potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini, dan kepercayaan 



248 | Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora 
   Vol. 5, No. 4, Desember 2025, Hal. 241-250. 

 

 

terhadap institusi hukum dapat meningkat. Dengan demikian, penegakan 
hukum bukan hanya menjadi tugas aparat, tetapi menjadi gerakan bersama 
yang lahir dari kesadaran kolektif masyarakat desa untuk menjaga tatanan 
sosial yang lebih baik. 
 
2. Hasil Evaluasi Kegiatan 

Kegiatan Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di 
Indonesia yang dilaksanakan di wilayah hukum desa Padang, kecamatan 
Trucuk, berjalan dengan lancar dan memperoleh respons positif dari para 
peserta. Melalui pemaparan materi, diskusi terbuka, dan sesi tanya jawab, 
masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 
pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan 
kepastian hukum di lingkungan desa. Para peserta memahami bahwa 
penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat negara, tetapi juga 
memerlukan dukungan dan keterlibatan langsung dari masyarakat. Dalam 
kegiatan ini, berbagai isu lokal turut diidentifikasi, seperti kesadaran hukum 

yang masih perlu ditingkatkan, perlunya ketertiban sosial, serta pentingnya 
mendorong budaya melapor apabila terjadi tindakan pelanggaran hukum di 
masyarakat. 

 

 
Gambar 3. Hasil Evaluasi Ketercapaian Program Sosialisasi Penegakan Hukum.  

 

Hasil akhir dari sosialisasi menunjukkan bahwa masyarakat desa 
Padang semakin menyadari peran strategis mereka dalam membantu aparat 
dalam menjaga keamanan dan ketertiban termasuk kesadaran membantu 
pengawasan lingkungan desa (Sangat Tinggi, 91%), kesadaran untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan keamanan desa (81%), serta peningkatan 
disiplin terhadap aturan yang berlaku (Tinggi, 84%). Peserta juga 
menyampaikan komitmen untuk lebih aktif memberikan informasi, bekerja 
sama dengan aparat penegak hukum, serta mendukung upaya pencegahan 
tindak pelanggaran sejak dini.  

Secara umum, sosialisasi ini berhasil menumbuhkan pemahaman dan 
semangat kerja sama antara masyarakat dan aparat desa dalam menciptakan 
lingkungan yang aman, tertib, dan berlandaskan hukum. Harapannya, 
kegiatan ini menjadi awal dari terbangunnya budaya hukum yang lebih kuat 
di desa Padang, sehingga masyarakat dapat berperan secara optimal dalam 
mewujudkan kehidupan sosial yang lebih harmonis dan taat aturan. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 Kegiatan sosialisasi ini menegaskan bahwa masyarakat desa Padang 

memiliki posisi sentral sebagai mitra aparat penegak hukum dalam 
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mencegah, mendeteksi, dan melaporkan potensi pelanggaran hukum. Dengan 
meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pelaporan, 
mekanisme penegakan hukum, serta pentingnya kerja sama yang konstruktif, 
diharapkan masyarakat semakin siap dan berani untuk mengambil peran 
aktif dalam menjaga ketertiban sosial. Kondisi ini menjadi modal berharga 
bagi terciptanya lingkungan yang aman, kondusif, dan harmonis. Selain itu, 
sosialisasi ini berhasil memperkuat komunikasi dua arah antara masyarakat 
dan aparat, sehingga tercipta hubungan yang lebih terbuka, transparan, dan 
saling mendukung. Sinergi tersebut menjadi fondasi penting bagi upaya 
pencegahan dan penanganan pelanggaran hukum secara lebih efektif, 
sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. 
Dengan terbangunnya rasa saling percaya ini, masyarakat dapat berperan 
lebih optimal dalam mewujudkan tata kehidupan desa yang berlandaskan 
hukum. Pada akhirnya, kegiatan sosialisasi ini menyimpulkan bahwa 
pemberdayaan masyarakat merupakan kunci keberhasilan penegakan hukum 
di tingkat lokal. Ketika masyarakat memahami perannya dan menjalankan 
fungsi kontrol sosial secara bijak, maka potensi konflik dapat ditekan, angka 

pelanggaran dapat diminimalkan, dan kualitas ketertiban umum dapat 
ditingkatkan. Dengan komitmen bersama antara masyarakat desa Padang 
dan aparat penegak hukum, penegakan hukum yang adil, efektif, dan 
berkelanjutan dapat terwujud demi tercapainya kehidupan sosial yang aman 
dan berkeadilan.  

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta kesimpulan 
yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan 
sebagai upaya tindak lanjut dan penguatan keberlanjutan program, yaitu 
sebagai berikut. Pertama, disarankan agar aparat penegak hukum dapat terus 
melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum secara berkala dan 
berkesinambungan di desa Padang, dengan materi yang disesuaikan dengan 
kebutuhan dan permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat. 
Selain itu, peningkatan pendekatan persuasif dan dialogis perlu terus 
dikembangkan guna menjaga kepercayaan serta memperkuat hubungan 
kemitraan dengan masyarakat. Kedua, Pemerintah Desa Padang diharapkan 
dapat berperan aktif sebagai penghubung antara masyarakat dan aparat 
penegak hukum, serta mendukung program-program edukasi hukum melalui 
kebijakan desa. Pembentukan forum komunikasi atau kelompok sadar 
hukum di tingkat desa juga dapat menjadi sarana efektif untuk menampung 
aspirasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Ketiga, masyarakat desa 
Padang diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan peran 
aktifnya dalam menjaga ketertiban sosial dengan memahami serta menaati 
peraturan hukum yang berlaku. Keberanian untuk melaporkan potensi 
pelanggaran hukum secara bertanggung jawab dan bijaksana menjadi kunci 
penting dalam menciptakan lingkungan desa yang aman dan harmonis. 
Keempat, kegiatan sosialisasi serupa perlu ditindaklanjuti baik dengan 
metode yang lebih variatif, seperti simulasi kasus, diskusi kelompok, ataupun 
pendampingan hukum sederhana, agar pemahaman masyarakat semakin 
mendalam dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya tindak 
lanjut dan komitmen bersama antara aparat penegak hukum, pemerintah 
desa, dan masyarakat, diharapkan budaya hukum yang sehat dapat terus 
tumbuh dan berkembang di desa Padang. Semoga kegiatan ini menjadi 
langkah awal bagi terciptanya hubungan yang lebih sinergis antara 
masyarakat dan aparat penegak hukum, serta memperkuat budaya hukum 
yang sehat di desa Padang. Kami berharap kerja sama yang baik ini dapat 
terus terjalin dan berkembang demi mewujudkan desa yang aman, tertib, dan 
berkeadilan.  
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